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ABSTRAK

AMALIANA ARDIAN, Penerapan E-Procurement di LPSE Kabupaten
Pinrang. (dibimbing oleh Rudi Hardi dan Nur Khaera).

Tujuan dan penchuan imi adalah untuk mengetahu penerapan [-
Procurement pada LPSE di Kab Pinrang dan faktor yang mempengaruhi
penerapan [-Frocurement dalam pengadaan barangfjasa di Kantor LPSE
Kabupaten Pinrang Metode penelitannya untuk jenis peneliiannya yaitu
kualitatif. Data yang digunakan vaitu data desktiftif, dinyatakan dalam bentuk

Hasil penelitian
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BAB1
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Proses pengadaan barang dan jasa dengan sistem e-procurement
memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang digunakan

untuk mendukung proses pelelangdn umum secara elektronik. Aplikasi

e-procurement  dib 3 /\ wa manfaat bagi para

radan

|||||

pelaksanaan pelelangan terhadap pengadaan barang dan jasa secara
elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi vang berbasis internet

Aplikasi e-procurement im memunculkan seluruh proses lelang mulai dani

pegumuman, mengajukan penawaran, seleksi, sampai pada pengumuman




pemenang pelelangan secara online. Selain itu Dalam perkembangannya,
sistem e-procurement diharapkan akan menjadi aplikasi yang mampu
mendukung pelaksanaan perwujudan kinerja vang lebih baik di kalangan
internal instansi pemerintah maupun pihak ketiga, serta dapat membantu
menciptakan pemerintahan vang bersih (Good Governance).

Terselenggaranya pemenntahan vang baik (good governance)

merupakan cita-cita dan hafpz donesia. Good governance

Uinited / \

menurut

ainnya. Hal ini
hampir sama dengan penjelasan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010, bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk
memperoleh  barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan  Kerja

Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan




kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh
barang/jasa (Rossita et al., 2007).

Terbitnya Undang-Undang ITE Nomor 11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengakui informasi
elektronik/dokumen elektronik sebagai alat bukti sah semakin meneguhkan

pentingnya pelaksanaan L-Procurgment di Indonesia. Oleh karena itu,

pembentukan Tim Unit LPSE sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor

601/37/2013 yang dikeluarkan tanggal 2 Januari 2013, Tujuan LPSE adalah
untuk menghindari terjadinya praktek KKN (korupsi kolusi dan nepotisme)

dalam proses penadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Pinrang.




Kedua Perbup diatas merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dalam menjalankan £-FProcurement.

Pemerintah Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten
vang telah menerapkan sistem E-Procurument pada kantor Unit Lavanan

Pengadaan (ULP). Akan tetapi, dalam teknis pelaksansannya, ternyata

penelitian terkait ~ penerapan E-Frocurement Pada Layanan Pengadaan

Secara Elektronik (LPSE) Di Kabupaten Pinrang.




B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai
berikut:
1. Bagaimana Penerapan FElekironic FProcurement pada Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Pinrang.

2. Apakah faktor-faktor pengls

AN

dan pendukung penerapan

Pengadaan Secara Elektronik

WIFeTN

dengan penerapan [lektronike Procurement Pada Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Pinrang.
2)  Membenkan masukan terhadap pemerintah daerah terkait

pelaksanaan Flekironic Procurement




b.

‘Secara Praktis

L)

2)

Dapat di jadikan input bagi pengambil keputusan dan kebijakan

untuk pengembangan Elektronic Procurement di suatu daerah.

Dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti lain untuk
mempelajari bentuk penerapan Flektronic Procurement Pada
Layanan Pengadaan Segara Elektronik (LPSE) di Kabupaten




BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
Penelinan terdahulu imi menjadi salah satu acuan penulis dalam
melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori vang

digunakan dalam mengkaji penelitign vang dilakukan. Dan penelitian

.....

Tiahjanulin proses  pengadaan | kesimpulan bahwa e-
Domai, Abdul | barang dan jasa di | Procurement yang
Wachid, Kabupaten Malang | dilakukan oleh DPPKA
(2015) khususnya Bidang

Asset belum mencapai
maksimal, hal im
didasarkan hasil
penelitian di lapangan.




Anindita,
AndikaAttar(2015)

B. Tinjaan Konsep/Teori

transparans dan akuntabilitas

Penerapan k-
Procurement Dalam
Pengadaan

Barang/Jasa Untuk
Mewujudkan Good
Gavermance ( Studi
pada  Transparans
dan Akuntabilitas /-

SR

T T —

1. Elektronic-Govermence

Hasil penelitian  imi
menunjukkan  bahwa
penerapan

L-Procurement di
Kabupaten  Jombang

i | sudah menghilangkan

proses tatap muka

Procurement di | secara langsung. Dan
Kabupaten bentuk  transparansi
) pengadaan/jasa di

Kabupaten  Jombang

adalah dengan cara
menggunakan  semua
data alau mfnnmsi

=

Teknologi informasi mengalami perkembangan yang pesat dari

waktu ke waktu. Hampir semua bidang menggunakan teknologi informasi ini




untuk membantu proses mereka, termasuk salah satunya di pemerintahan,
yang menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja fungsi
dan layanan mereka, yang biasa disebut dengan F-Government. E-Government
itu sendin seperti menjadi trend di kalangan pemenntahan. Hampir semua
instansi pemerintah berlomba-lomba membuat website untuk instansi mereka
dengan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Sayangnya dar instansi
pemerintah yang membuat f/\ tidak semuanya melakukan

N

Dam
N
\\_\\
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o per
g

mendefinisikannya. Banyak institusi maupun penelitt yang membuat
definisi tentang FA-Government, namun hingga saat ini belum ada

kesepakatan terkait definisi Government (Angguna, 2015),
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Mengapa definisi £-Government menjadi beragam ? ada beberapa
faktor penyebabnya yang semua bermuara pada beberapa prinsip sebagai
berikut:

I.Konsep E-Covernment memiliki prinsip-prinsip dasar yang umum, tetapi
karena setiap Negara implementasi atau penerapannya berbeda-beda, maka

konsep £-Geovernment-pun menjaditberanckaragam.

lebar mengingat sedemikian

o
A\ o - 8% ¢/
a1 g N

lan el 1A\.1 b 0] 4

hal-hal lain yang berkenaan dengan pemenintahan. !-Covernment dapa
diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk

meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau

proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama
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adalah CGovernment-to-Citizen  atau  Government-to-Customer  (G2C),
(G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling
diharapkan dan F-Government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan,

serta aksesibilitas yang lebth baik dan pelayanan publik.

Penerapan  konsep F£-Govermment terdinni  dari:  Pertama,

bagi pembentukan

tata pamong yang baik.
Kelima, perangkat hukum vyang masih baru dalam tata
pemerintahan kita dan masih lemah dalam perangkat hukum baik pada
tingkat nasional maupun daerah. Hingga saat ini landasan hukum dalam




proses pelayanan publik melalui transaksi elektronik sulit diterapkan pada
F-Government Keenam, perubahan paradigma TIK khususnya yang
berbasis website dan e-mail hanyalah sebatas tools, namun yang terpenting
dalam F-Government perubahan dari Government centric  menuju

customer ceniric sehingga layanan-layanan yang diberikan sesuai apa vang

menjadi kebutuhan masyarakat serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan
masayrakat (2014).

pemerntah, masyarakat madam dan sektor swasta. Tata pemerintahan
mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana

warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan




mereka, menggunakan hak  hukum. memenuhi  kewajiban dan
menjembatani perbedaan di antara mereka

Dengan demikian maka Good governance diartikan sebagai
praktek  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  demokratis  dan
berkemampuan mengelola berbagai sumber daya vang bersifat sosial dan

ekonomi dengan baik untuk kepentingan sebesar-besarnya mkyat

Indonesia berdasarkan s

SIIMSNE

optimal (Adnan, 2013)
2. Electronic I--Procurement
F-Procurement adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan

barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan
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komunikasi berbasis internet, agar dapat berlangsung secara efektif,
efisien, terbuka, dan akuntabel (Habibi & Untari, 2018). Hal ini hampir
sama dengan penjelasan dari Indrajit bahwa F£-Procurement diartikan
sebagai sebuah proses digitalisasi tender/lelang pengadaan barang/jasa
pemerintah berbantuan internet . Definisi lebih sederhana disampaikan
oleh (Wijaya.,2010), bahwa e-phocurement adalah proses pengadaan

¢ secara elektronik (Rossita

in serta konsen
dalam mengurusi permasalahan dalam perdagangan internasional.
Kementerian Perdagangan sebelumnya disebut dengan Departemen
Perindustrnian dan Perdagangan. Kemudian pada masa pemerintahan

Kabinet Indonesia Bersatu, terjadi pemisahan tugas dan wewenang atas




15

Departemen Perindusdan Perdagangan, sehingga keduanya menjadi
Departemen yang berdiri sendin hingga sekarang. Sedangkan perubahan
penyebutan Departemen menjadi Kementerian berlaku sejak Peraturan
Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi

Kementerian Negara diterbitkan (Supraba & Bandiyono, 2016).

Menurut (Wardiningsih, 22019) pengadaan secara -elektronik

E-Procurement merupakan sistem yang dibutuhkan pemerintah
untuk  memimmalisir terjadinya fraud dan kebocoran anggaran.
E-Procurement dianggap penting dikarenakan instrumen dalam sistem

tersebut dapat meminimalisir terjadinya pertemuan antar pihak yang
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berkepentingan dalam proses lelang. (Wijaya 2010) mendefinisikan bahwa
E-Procurement merupakan suatu proses pengadaan yang mengacu pada
penggunaan internet sebagi sarana informasi dan komunikasi. (Salmah,
2018) juga menegaskan bahwa £-Procurement dapat menjadi instrumen
untuk mengurangi tindakan KKN karena melalui £-Procurement lelang

menjadi terbuka sehingga akangmuncul tawaran-tawaran vang lebih

rasional. £-Procurement 1 L satu pendekatan terbaik dalam

\\\\\\Ih,///
S g///

T s ol 0 8

Beberapa pengertian E-FProcuremenr di atas dapat disimpulkan
bahwa L-Procurement adalah proses pengadaan barang dan jasa yang
berasis internet untuk mewujudkan proses pelelangan secara efekif,

efesien, dan transparansi.
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a. Dasar hukum E-Procurement
di Indonesia vang dilansir web Bappenas dalam (Djojosoekarto,
2008) adalah:
1.. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Mengatur Tentang Informasi

Dan Transaksi Elektronik.

2. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Mengatur Tentang Pedoman

Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah




4, Peraturan Menteri PU  No.2l/PRT/M/2008 Tentang Pedoman
Operasionalisasi Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian
PLL

5. Peraturan Menteri PU Nomor 207/PRT/M/2005, Tentang Pedoman
Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik.

6. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor - 17/SE/M/2010 Tgl.

29 Nopember 2010

v

ntang  Pelaksanaan Pemilihan

onik (£-Procurement),

|||||

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan

4. Mendukung proses monitoring dan audit
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5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real fime.
¢. Tahapan Implementasi E-procurement
Tahapan implementasi £-Procurement menurut Indrajit yang
dikutip oleh (Hidayar, 2015) vaitu sebagai sebuah proses digialisasi
tender/lelang pengadaan barang/jasa pemerintah berbantuan internet

Adapun 4 (empat) tahapan impelementasi £-Procurement, dijelaskannya

l)w
-ﬁ»\\\\

o

Sres RUYDNE W1 LA T s .

~y, y " ‘\\

AN

Pemermtah mulai membangun komunikasi satu arah kepada pihak
swasta untuk mengirimkan dan menyebarkan pengumuman dan
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tender vang akan

dilakukan. Pada tahap ni, situs E-Procurement  disclose




20

(mengumumkan penawaran lelang proyek beserta spesifikasinya)
melalui halaman website. Pengumuman lelang elektronik bisa dibuat
persatuan kerja atau perspesifikasi proyek yang memudahkan peserta
tender untuk memilth proses mana vang akan ditkutinva, Metode
elektronik sederhana vang dapat disediakan misalnya adalah

downloading  process untuks memperoleh  formulir-formulir  dan

| aktivitas yang belum dapat digantikan sepenuhnya secara online,

misalnya presentasi proyek.
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4. Tahap: Advanced Support Services
Pada tahapan terakhir ini terjadi proses penawaran secara elektronik
atau online melalui internet dengan menghilangkan proses-proses
manual dalam tender. Proses yang paling rumit dan canggih m
mampu menghindari tatap muka antara panitia dan peserta tender

sehingga memimmalisasi Komupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Dengan proses v mi_ maka harga pemenang
tender adalahd ha i

i._"fl(/ e o :

/]

w?

,

|Illlllu K

¢ /
‘0, /
0, R
‘0 e
‘%
. (i
LI i TS

ral-tr P =
llllllllllllllllllllll

Tujuan dari adanya E-Procurement adalah untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan
usaha, meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung

proses monitoring dan audit serta memenuhi kebutuhan akses informasi
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terkii  (Cahyo Widiantoro, 2015). Implementasi E-Procurement
diharapkan memberikan manfaat siginifikan terhadap pengadaan
barang/jasa pemenntah. Menurut (Dewi, 2018) manfaat k-Procurement
dibagi menjadi dua kategori yaitu efisien dan efektif Efisiensi
FE-Procurement mencakup biaya yang rendah, mempercepat waktu dalam

proses pengadaan, mengontrol proses pembelian dengan lebih baik,

ntegm.slkan ﬁmﬁﬂ' fungsi

A

) w3

iy « p.

\‘\'.\\. A:\‘,....!,,s// ’v'l/ = LY ;*
s | =

~
R e
r . 11

3 /-Catalogue Sebuah sistem elektronik vang berisi informasi daftar
barang, jenis barang, kniteria teknis dan nominal harga barang dan

jasa dar berbagai macam perusahaan penyedia.




23

4. E-Purchasing  Serangkaian mekanisme pembelian sekaligus
pembayaran barang maupun jasa menggunakan menu £-Catalogue.

e. Manfaat E-Procurement
Manfaat dari penggunaan E-Procurement Menurut (Pujadi 2009)
manfaat F-Procurement dibagi menjadi 2 kategori vaitu © efisien dan

efekuf.  Efisiensi  /-Procurement mencakup biava vang rendah,

mempercepat waktu dalan

MUHA /h o
\\\‘dih.//

atau fax atau dokumen-dokumen yang menggunakan kertas,

4. Mengurangi waktu pemesanan barang,
5. Menyediakan laporan untuk evaluasi,
6. Meningkatkan kepuasan user.
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Manfaat adanya F£-Procurement bukan hanya untuk instansi
maupun pengembangan sistem itu sendint melainkan juga bagi para
penyedia barang dan jasa serta masyarakat umum yang hendak
mengetahul proses pengadaan barang dan jasa pada pemenntah vang
dapat diakses secara terbuka. Dengan FE-Procuremeni, instansi

penyelenggara pengadaan mendpatkan harga penawaran vang lebih

banyak dan proses i hana, sedangkan bagi para
penyedia baran usaha menciptakan
persain usaha secara
te A (] tisabha
< A )
\”
Pe
9 N
NO K
0 U
P e gembalian
dil melalui
2. Pe ' ! ukan melalu
cetak AAN U ehsite  yang
3 Daerah ¢ ' ' ae! pemberitahuan
sangat luas
4 Terbukanya kesempatan untuk berkolusi | Kesempatan  berkolusi  antara
antara  panitia  pengadaan dengan | paniia  pengadaan  dengan
penyedia barang/jasa penvedia  barangfasa  bisa
2 Kurang transparan Lebih transparan

Tabel 3.1




Dengan mengacu pada tabel 2.1 diatas maka dapat diketahui beberpa
manfaat lebih dari £-Procurement ini manfaat tersebut seperti layanan lebih
cepat dikarenakan peserta lelang tidak memerlukan waktu ke tempat
pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dan tidak perlu melakukan
birokrasi yang terkadang menghabiskan waktu tidak sedikit. manfaat

lainnya adalah transparansi, akuntabel, efektif dan efesien karena dapat

diakses kapan saja

K1

- S
b pro serak aw
/ X ‘,,I“““”“‘\:y 3
' ///’//;fw\) w\)?
wn ;

-l.,,. > W’ qw\\
2

[ 4 0
i N

W

2

/

pemerintah, bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan
untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja

Perangkat DaeralvInstitusi lainnya yang prosesnya dimulai dari
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perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa .

Pengadaan barangfjasa untuk kepentingan pemerintah merupakan

salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, dalam rangka

meningkatkan perekonomian nasional guna mensejah terakan kehidupan

rakyat Indonesia, karena pengadaan barang dan jasa terutama di sektor

publik terkait erat dengar npparan Negara. yang menjadi

/,/IJ““JWQ \\\

\i\ /4 qu ‘{\

dengan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih dan lebih
berwibawa, dan bebas dari berbagai kepentingan pribadi, kelompok, dan

golongan (Febnananingsih, 2012).
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Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan
kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, pada pasal |
memberikan pengertian atas pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai
berikut: “Pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut dengan
Pengadaan barang/jasa adalah Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa

oleh Kementrian/Lembaga/SatuangKerja Perangkat Daerah/Institusi yang

LT e Edaas

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), selanjutnya adalah
pelaksanaan lelang sesuai dengan peraturan vang berlaku, terakhir memilih

pemenang atau penyedia barang/jasa yang sesuai spesifikasi teknis dan

prinsip umum pengadaan barangfjasa. Dasar hukum dalam pelaksanaan
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proses pengadaan barang/asa pemerintah secara garis besar dibagi
menjadi dua. Pertama, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Keppres
80/2003) serta perubahannya. Kedua, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Indra, 2015), Perpres
Nomor 54 Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015, telah mengalami

akni Perpres Nomor 4 Tahun

pengadaan schingga memenuhi unsur transparansi.  (Sutedi,2010)

menyebutkan pasal-pasal rawan tindakan korupsi pada Perpres Nomor
54/2010 beserta perubahannya terdiri dari pasal 17, 60, 82,111,114 dan

pasal 14,25,37.42,52.83,112,116,124 pada Perpes nomor 70/2012. Pasal-




pasal tersebut harus dipahami secara baik dan benar, khususnya oleh PPK
ataupun panitia/anggota kelompok kerja ULP agar terhindar dan jerat
tindakan fraud.

Fraud merupakan suatu isu yang sangat diperhatikan dewasa ini.
Beberapa ahli telah mendefinisikan pengertian fraud (frawd) diantaranya

The Institute of Internal Auditop (11A) menyebutkan yang dimaksud

palsu dengan tipu muslihat ataupun rangaian kebohongan,

menggerakkan orang lain untuk meyerangkan barang sesuatu

kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan

piutang”).




3. Pasal 2.3,5,6,7, 8,9, 10,11,12B, 13, dan 14 pada UU Nomor

31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kecurangan atau dikenal dengan istilah frawd, meliputi berbagai
penyimpangan dan tindakan illegal yang ditandai dengan penipuan
disengaja  (Ristianingsih, 2017), o National  Fraud Auwthoruy  (2011)
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teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet, agar dapat berlangsung
secara efektif, efesien terbuka dan akuntabel. f-procurement merupakan
terobosan dalam menghadapu era globalisasi. Untuk menganalisa penerapan
L=Procurement dalam pengadaan barang dan jasa. maka penulis menggunakan




beberapa indikator dengan mengacu teori (Habibi & Untari, 2018) yaitu: -
Tendering; E-Bidding; E-Catalogue; dan E-Purchasing.

Bagan Kerangka Pikir :

Penerapan £-Procurement di Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten
Pinrang

A

broses peiaill e
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Faktor Pendukur
Penerapan

S e®”
EProcurement chdering | Tend
[ ]

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Penerapan E-Procurement di Layanan
Pengadaan Secara Eletronik Kabupaten Pinrang. Fokus ini meliputi :
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l. Proses Pelaksanaan [E-Procurement di Layanan Pengadaan Secara

Eletronik Kabupaten Pinrang
2. Faktor-Faktor penghambat dan pendukung penerpan k-Frocurement di
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pinrang.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

di tentukan dalam penelitian terkait
Secara Elektronik

Penerapan Elektronik Procureme n Pengadaan
(LPSE) Kabupaten Pingafig \ ran dari fokus terdapat
N
& S \RKAS 'W@

: g \\\*‘"' 'I///
N ~

Sesuar dengan fokus vang telal

“atalogue.

sekaligus




BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penentuan Waktu dalam penelitian ini adalah dilaksanakan pasca
seminar proposal penelitian dan lokasi penclitian bertempat di layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Pinrang tentang Penerapan

Elektromik Procuremeant di

Kabupaten Pinrang Ada /

b
| ‘5” M“"‘“’M
\ ' R
\ e \\\\\‘ ' 'r//

Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan
terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam

memahami bahasa dan tafsiran mereka. Untuk itu peneliti harus terjun

dalam lapangan dalam waktu yang cukup lama.

33




2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan studi kasus dimana data
dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, baik melalw
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dan berbagai
cara itu hakikatnya untuk saling melengkapi. Ada kalanya data yang

diperoleh dari wawancara belum lengkap, sehingga harus dicari lewat cam

lain, seperti observasi, dan de

C. Sumber Data

sedang diteliti, internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari lembaga

terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian.




35

D. Informan Penelitian
Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai
keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan_ Informan penelitian
ini dipilih dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan penelitian.
Dimana informan ini diharapkan memberikan data secara obyektif, netral dan
dapat dipertanggung jawabkan. Ada informan dari penelian  terkait

Elektronik Procuremeant adalahs
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E. Teknik Pengur
Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat
digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen
pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dengan Penerapan Flektronik
Procuremeant di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten
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Pinrang dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data
agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebth mudah  Tekmik
pengumpulan data vang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
I. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data vang dilakukan melalui

pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau
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dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.
F. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis

data yang diperoleh dam hasil wawancara. catatan lapangan, dan




dokumentasi. Analisis data adalah proses mengorganisasikan  dan

mengurutkan data ke dalam pola, kategon, dan satuan uraian dasar schingga
dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang
disarankan oleh data. Teknik analisis ini pada dasarnya terdin dan tiga
komponen : 1), Reduksi data (data reduction), 2), Penyajian data (dara

display), 3). Penarikan serta pengujian kesimpulan (drawing and verifving

conclusions) (Pawito, 2007).
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penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan terasa

bertumpuk. maka penyajian data (data display) pada umumnya sangat

diyakini sangat membantu proses analisis.
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3. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan (Drawing and Verifving
Conclusions)
Pada komponen terakhir, vakni penarikan dan  pengujian
kesimpulan (drawing dan verifving conclusions), peneliti pada dasarnva
mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-

pola data yang ada dan atau kecendgrungan dari penyajian data vang telah

dibuat.

G. Keabsahan Data

\m\'in//

_Qb\
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berapa «

membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.
2. Triangulasi teknik
Triangulansi tekmk dilakukan dengan cara menggunakan teknik

pengumpulan data vang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber




ag

vang sama_Dalam hal yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan
observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas
data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka penelitian
melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan atau
vang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin

semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Tnangulansi waktu

\\\\\‘ ' ' '1///
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A.Gambaran Umum Lokasi penelitian
Deskripsi umum hasil penelitian dipaparkan dalam pembahasan i
bertujuan untuk memberi gambaran yang komprehensif tentang objek dan

penelitian ini dan juga menjadi bahan infermasi untuk menganilisis lebih lanjut
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yang digunakan di Kabupaten i mayoritas beragama Islam abupaten Pinrang
Kabupaten Pinrang berada +180 Km dan Kota Makassar terletak pada

koordinat antara 4°10°30" sampai 3°19°13” Lintang Selatan dan 119°26°30"




sampai 119°47°20"Bujur Timur. Adapun batas wilayah Kabupaten Pinrang
sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Sidrap

¢. Sebelah Barat dengan Selat Makassar serta Kabupaten Polewali
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informasi dan komunikasi.

2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melaui optimalisasi

pelayanan pada bidang pendidikan dan kesehatan
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3. Memperkuat peran lembaga sosial kemasyarakatan dalam
pembangunan daerah secara umum dan pembentukan karakter
masyarakat secara khusus.

4. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan

secara berkelanjutan.

Nl

\ s -
S LTI
" .,
o Y,

di Kabupaten Pinrang, Lokasi Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE) Kabuapten Pinrang di Jalan Sukawati Lt2 Gedung Dinas DPMPTSP

No.40 Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Kode Pos: 91218,
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a. Tugas Pokok dan Fungst LPSE
Layanan Pengadaa Secara Elektronik adalah layanan pengelolahan
teknologi  informasi  untuk  memfasilitasi  pelaksanaan  Pengadaan
Barang/Jasa  secara  elektromk  UKPB/Pejabat  pengadaan  pada

Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki Layanan
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adalah Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa
pemerintahan yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan
L.embaga LLKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan Pengadaan Secara

Elektromk dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan




Barang/jasa sccara elektronik juga wajib memenuhi  persyaratan
sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomer 11 Tahun 2008
tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai fungsi :

I} Melaksanakan kebijakan, regulasi. norma, standar. prosedur, dalam
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* Sebagal penggerak utama perbaikan pengadaan barang/jasa di

lingkungan Kementrian Keuangan menuju pengadaan yang bersih, cepat
dan akuntabel ~




Misi

a. Menyiapkan kebijikan strategis di bidang pengadaan

b. Menerapkan tata kelola yang baik di bidang pengadaan

¢. Menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang
pengadaan

d. Membangun Sistem Informasi yang terintegritas di bidang pengadaan

c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program kegiatan dan tugas dalam lingkup Bagian Pengadaan

barang/jasa
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d. Pelaksanaan fungsi Lin yang diberikan diberikan oleh pimpinan
sesual dengan tugas dan fugsinya.
Uraian tugas Kepala Bagian Pengadaan barang/jasa adalah sebagai
bertkut:
a Menyiapkan bahan dan menusun rencana kerja dan

menyelenggarakan tugas Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

daerah di bidang pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa,

Pengelolaan Layanan dan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan

dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
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¢. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan
Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi
Pengadaan Barang dan Jasa.

h. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan yang berhubungan

dengan bidang tugasnya gdan menyiapkan bahan petunjuk
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b. Menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai uraian tugas dan

melakukan evaluasi standar operasional prosedur setiap tahunnya.\




©. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
sehingga berjalan lancar.
d Melaksanakan Inventarisasi paket Pengadaan Barang/Jasa.
e Melaksanakan riset dan analisis pasar Barang/Jasa.
f. Menyusun straategi Pengadaan Barang/jasa.
adlokumen pemilihan beserta pendukung
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dengan tugas dan fungsinya.
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3. Subbagian Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai
tugas mengumpulkan bahan, megelola data dalam rangka perumusan
kebijakan dalam melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas
bidang Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.

Uraian tugas kepala subbagian Pembinaan Advokasi Pengadaan

kerja  dan

LIKPBI.
g Melaksanakan analisis beban kerja UKPBJ.
h. Mengelola personil UKPBI.

1. mMelaksanakan pengembangan sistem insentif personel UKPBI.




J. Memfasilitasi implementasi standarisasi Layanan Pengadaan
Secara Elektronik.

k. Melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan
barang/jasa Pemerintah,

I Melaksanakan bimbingan teknis pendampingan, dan/atau

konsultasi proses pengadaafh Brang/Jasa Pemerintah di hingkungan

t‘Ai

Secara Elektronik Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut.

a, Merencanakan kegiatan Subbagian Pengendalian Pengadaan dan
Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas,
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b. Membag: tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung
Jawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar

¢. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai
permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme.

d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai prosedur dan

bidang tugasnva agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat

e. Menilai bawahan ses A @nypekerjaan agar tercapai tingkat

petunjuk teknis dalam melaksanakan pengelolaan informast Harga

Perkiraan Sendiri (HPS).
k. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi pembinaan dan memberi
petunjuk teknis dalam melaksanakan pengelolaan kinerja penyedia




I. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitast pembinaan dan memberi
petunjuk teknis dalam melaksanakan pengelolaan daftar kebutuhan
barany/jasa

m. Melakukan pendampingan proses e-purchasing di Satuan Kena

Perangkat Daerah (SKPD),

\X\P" ASsq
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sebagai bahan perumusan kebijakan dan
s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesual bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas




5. Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan PBJ, mempunyai tugas scbagai

berikut.

a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
b. Menetapkan dokumen pengadaan.

¢. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.

d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan di Website K/L/D/L. Papan

pengumuman resmi da

: / \ ), prakualifikasi

atau

------

i. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan

penyedia barang/jasa kepada PPK.
j. Menyimpan dokumen asli pemilihan barang/jasa.

k. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala ULP.

e




B. Penerapan Sistem E-Procurement dalam pengadaan Barang/Jasa DI
Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten
Pinrang.

Pengadaan barang dan jasa publik yang dilakukan oleh penyelenggara
negara dalam hal ini pemenintah merupakan lingkup program pemerintah yang

paling berpotensi menimbulkan korupsi Maka dari itu, untuk mencegah
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mengukur sejauh mana penerapan sistem e- procurement dalam pengadaan
barang dan jasa di Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektrom (LPSE)

Kabupaten Pinrang diantaranya sebagai berikut:




1. E-Tendering
I-Tendering adalah proses pengadaan barang/jasa yang ditkuti oleh
penyedia barang/jasa secara elektronik melalui cara satu kali penawaran.
E-Tendering sama persis dengan pola pengadaan vang selama ini

dilaksanakan secara manual, seluruh tahapan dilaksanakan secara
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tentang e-fendering.




Berikut tampilan dan [-Zendering LPSE Pinrang |
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ikul 09.30-10.40

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan WA, bahwa ada

dua yang melatar belakangi sehingga sistem e-temdering digunakan

dalam pengadaan barang dan jasa yang pertama adanva regulasi yang

telah dikeluarkan oleh Pemenntah, sarana dan prasarana pada Kantor




LPSE sudah mendukung sehingga sistem e-fendering dapat digunakan
dalam pengadaan barang dan jasa. Kedua kantor LPSE ingin lebwh baik
lagi dalam pengadaan barang dan jasanya dengan menggunakan sistem
E-tendermg secara online. Pernyataan vang disampaikan oleh Kepala

Bagian Layanan Pengadaan LPSE Pinrang dalam hal sistem e-fendering
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dalan

mekanisme dan e-fendering itu sendini. Berdasarkan hasil wawancara
dengan Kepala Subbagian Pembinaan Advokasi Pengadaan dan LPSE,

bahwa :

“Mekanisme dan yang pertama instansi buat RPP kemudian
dokumennya masuk ke ULP, ULP ke Pokja, Pokja upload masuk




53

kesistem LPSE, penyedia menawar disistem, Pokja evaluasi
penawaran penyedia, evaluasi habis tetapkan pemenang. sudah ada
pemenang, tanda tangan kontrak, sudah tanda tangan kontrak,
pelaksanaan pekerjaan, sudah pelaksanaan pekerjaan, pembayaran
(Hasil wawancara dengan informan MA, 14 Jum 2021 Pukul
11.00-13.30 WT)”

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan MA bahwa

mekanisme dari sistem e-fendering itu sendint adalah yang pertama

instansi buat RPP kcmud ennya masuk ke ULP, setelah itu
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Pernvataan yang disampaikan oleh Kepala Subagian Pembinaan
Advokasi Pengadaan dalam hal mekanisme atau prosedur sistem e-

tendering pada pengadaan barang dan jasa diperjelas oleh Pemilik CV.

Rezki Utami Pratama yang menyatakan bahwa

“Untuk prosedur mengikuti tender biasanya waktu mulai pendafiaran
1 minggu untuk verifikasi berkas vang tehal tercantum di website
atau tender yang ingin di ikutiudan selanjutnya jika sudah lulus dalam
verifikasi berkas kami tg panggilan ke kantor LPSE
i jan pemenang sampal penutup

Hasil wawancara dengan

ang biasa terjadi
pada sistem tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala

‘Subbagian Pengelolaan Layanan Secara Elktronik LPSE Pinrang. bahwa -

“Pada sistem e-fendering, kendala-kendala vang biasanva terjadi
ada tapi tidak terlalu sering terjadi, misalnya terjadi mati lampu,
sistem tiba-tiba eror. Kalau kendala yang dihadapi oleh penyedia




sendiri biasanya seperti terbatasnya jalur koneksi terus masih ada
penyedia vang belum paham mengaplikasikan komputer (Hasil

wawancara dengan informan WA, 16 Jum 2021 Pukul 09.30-10.40

WT)™

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan WA bahwa, pada
sistem ¢-fendering masih terdapat kendala-kendala vang sering terjadi
vang bisa menimbulkan pengoperasian sistem menjadi terhambat. Kendala
vang biasanya terjadi seperti /\ vang menyebabkan hilangnya

koneksi internet, dan , biffidak dapat di akses sehingga

pengoperasian SiSten

lllllllllll

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan IA bahwa, ada

beberapa kendala vang dihadapi pada saat ingin mengikut tender, seperti
kurangnya info yang didapat oleh perusahaan yang ingin mengikuti tender,

ada juga yang mendengar info langsung dari teman temannya vang kerja




61

didinas ataupun biasa mengecek langsung di website LPSE. Kendala lain

yang dihadapi seperti persiapkan yang harus disiapkan untuk persyaratan

agar bisa mengikuti tender tersebut ada yang kurang,

Berdasarkan hasil penehiian dan observasi di lokasi penelitian

bahwa, yang melatar belakangi sehingga sistem e-fendering digunakan

¢l ’ F‘”
\\LLLE T ,
fl\:.?,;u‘/:/é«{

instansi pemerintah kini bahkan memuat semua tender dan investasi
pemerintah di media cetak agar siapapun dapat mengikutinya. Pada sistem
e-fendermg 1 masih ada kendala-kendala vang sering terjadi seperti

padamnya listrik yang menyebabkan hilangnya koneks:i internet, dan
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sistem tiba-tiba eror schingga pengoperasian sistem terhenti. Sedangkan,
kendala yang dihadapi oleh penvedia seperti terbatasnya jalur koneksi
untuk mengikuti proses lelang serta masih ada penyedia yang belum

paham mengaplikasikan komputer.

2. E-Bidding
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2 i bantuan terkait dengan e-
bidding dapat langsung mengunjungi kantor LPSE Pinrang (Hasil
wawancara dengan informan WA 16 Jumi 2021 Pukul 09.30-10.40
WT)™.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan WA bahwa,

sejauh in1 e-bideing telah terlaksana dengan baik, karena e-hidding dapat




memudahkan konsumen melakukan penawaran. Serta konsumen yang
membutuhkan bantuan terkait dengan pengoperasian e-hidding dapat
langsung mengunjungi  kantor LPSE Pinrang. Pernyataan vyang
disampaikan oleh Kasubag Pengelolaan Lavanan Secara Elektromk
Pengadaan LPSE Pinrang dalam hal e-bidding pada pengadaan barang dan

jasa diperjelas oleh Kepala Subbagian Pembinaan Advokasi Pengadaan

LPSE Pinrang, bahwa:

k tahun 2014 sampai
» Iah menca;m lt}{}%

y kesulita mengupload
penawaran maruka bisa dnmng, otomatis membatu sekali bagi
mereka. Jadi e-bidding ini untuk mereka diluar yang nonpegawai
(Hasil wawancara dengan informan IM, 15 Juni 2021 Pukul 09.30-
11.30 WT)™,

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan IM bahwa,

Keunggulan e-bidding ialah penyedia dapat langsung mendatangi kantor
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LPSE jika tenadi kesalahan saat proses e-bidding dilakukan. Pernyataan
vang disampaikan oleh Bagian Fungsional LPSE Pinrang dalam hal e-
bidding pada pengadaan barang dan jasa diperjelas oleh Pemilik CV.
Rezki Utami, bahwa:
“g-bidding ini sangat membantu, karena jika kami selaku penyedia
merasa kesulitan dalam megupload penawaran kami bisa langsung
datang kekantor LPSE k melakukan penawaran langsung

(Hasil wawancara dengag man 1A, 16 Juni 2021 Pukul 14.00-
1530 WT)".

orman 1A bahwa, e-

virus pada komputer, padamnya hstrik dan aplikasi error, yang

menyebabkan sistem terhenti dan tidak dapat dioperasikan. Pernyataan

vang disampaikan oleh Bagian Fungsional LPSE Pinrang dalam hal e-




hidding pada pengadaan barang dan jasa diperjelas oleh Pemilik CV Rezki
Utami, bahwa:
“Pada sistem e-bidding ini sering kami temuw kendala-kendala
seperti aplikasinya tiba-tiba error sehingga saat akan mengupload
penawaran terjadi kesulitan (Hasil wawancara dengan informan A,
16 Juni 2021 Pukul 14.00-15.30 WT)".

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan 1A bahwa adapun

elektronik yang memuat dafla

tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa Pemerintah. Sebagai dasar
bagi K/L/D/l melakukan pemesanan barang/jasa melalui e-purchasing.
Pencantuman harga dan spesifikasi teknis suatu barang/jasa berdasarkan
pada kontrak payung antara LKPP dan Penyedia Barang/fasa. Dalam e-




catalogue yang tersedia onfine dicantumkan spesifikasi barang/jasa dan
harga yang ditawarkan oleh rekan,

Manfaat dari e-catalogue adalah pertama, e-cafalogue menjadikan
proses pengadaan barangjasa di sektor publik lebih efisien. Waktu
pengadaan yang pendek dan persaingan sehat rekanan menguntungkan

arga lerbaik. Kedua, e-caralogue juga

aneksi Internet, semua ISP

pengan demikian, masalah
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merek. Penyebutan merek tidak diharamkan lagi.

b. Memberikan kepastian spesifikasi teknis dan acuan harga yang

seragam  Kementenan/Lembaga/ Pemda/Instansi  udak  perlu




membuat spesifikasi. Spesifikasi langsunng bisa diambil dari e-
catalog.
c. Dokumen pengadaan disediakan dalam sistem aplikasi sehingga
mengurangi dokumen seperti dalam dokumen pelelangan.
Melalui e-catalogue dalam pengadaan barang dan jasa i
diharapkan dapat menjadikan prosgs pengadaan barang dan jasa lebih

“Hal yang melatar belakang igea dig sistem e-catalogue
karena  potensi pamngkamn efisiensi administrasi, potensi
penghematan yang diperoleh dari harga vang lebith murah dan
kemampuan untuk mencapai tujuan prioritas pemerintah melalui e-
catalogue (Hasil wawancara dengan informan MA, 14 Junmi 2021
Pukul 11.00-13.30 WT)".
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Berdasarkan wawancara di atas dengan informan MA bahwa e-
catalogue  dilatar  belakangi oleh peningkatan efisiensi administrasi,
penghematan yang diperoleh dan kemampuan untuk mencapai tujuan,
Dalam sistem e-catalogue ni ditemukan beberapa masalah. Berdasarkan
hasil wawancara dengan bagian Fungsional LPSE Pinrang, vang

menyatakan bahwa:

WREA
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catalogie adalah apa vyang ditampilkan tidak sesuar dengan yang

sesungguhnya.




didinas ataupun biasa mengecek langsung di website LPSE. Kendala lain
yang dihadapt seperti persiapkan yang harus disiapkan untuk persvaratan
agar bisa mengikuti tender tersebut ada yang kurang.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lokasi penelitian
bahwa, yang melatar belakangi schingga sistem e-teridering digunakan

\\\\d"l ,////
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instansi pemerintzh kini bahkan memuat semua tender dan investasi
pemerintah di media cetak agar siapapun dapat mengikutinya. Pada sistem
e-fendering il masih ada kendala-kendala vang sering terjadi seperti

padamnya listrik yang menyebabkan hilangnya koneksi internet, dan
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sistem tiba-tiba eror sehingga pengoperasian sistem terhenti. Sedangkan,
kendala yang dihadapi oleh penyedia seperti terbatasnva jalur koneksi
untuk mengikuti proses lelang serta masih ada penvedia vang belum
paham mengaplikasikan komputer.

2. E-Bidding

F-Bidding adalah sebuah aplik
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ada konsumen yang ing :mbutthkan bantuan terkait dengan -
hidding dapat langsung mengunjungi kantor LPSE Pinrang (Hasil
wawancara dengan informan WA 16 Jumi 2021 Pukul 09.30-10.40
WT)™.

Berdasarkan wawancara di atas dengan imforman WA bahwa,

sejauh ini e-brdeling telah terlaksana dengan baik, karena e-hrddmg dapat




memudahkan konsumen melakukan penawaran. Serta konsumen yang
membutuhkan bantuan terkait dengan pengoperasian e-hidding  dapat
langsung mengunjungi  kantor LPSE Pinrang. Pernyataan vang
disampaikan oleh Kasubag Pengelolaan Lavanan Secara Elektronik
Pengadaan LPSE Pinrang dalam hal e-bidding pada pengadaan barang dan

Jasa diperjelas oleh Kepala Subbagian Pembinaan Advokasi Pengadaan

L.PSE Pinrang, bahwa:

jak tahun 2014 sampai

aklor 'y : me:ngupluad
penawaran mereka hm datang. mnmahs rm.mhm.u sekali bagi
mereka. Jadi e-brdding 1 untuk mereka diluar yang nonpegawai
(Hasil wawancara dengan informan IM, 15 Jumi 2021 Pukul 09 30-
11.30 WT)™.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan IM bahwa,

Keunggulan e-bidding ialah penyedia dapat langsung mendatang) kantor




LPSE jika terjadi kesalahan saat proses e-hidding dilakukan Pernyataan
vang disampaikan oleh Bagian Fungsional LPSE Pinrang dalam hal e-
budding pada pengadaan barang dan jasa diperjelas oleh Pemilik CV.
Rezki Utami, bahwa:
“e-hidding ini sangat membantu, karena jika kam selaku penyedia
merasa kesulitan dalam megupload penawaran kami bisa langsung

datang kekantor LPSE melakukan penawaran langsung
{ Hasil wawancara dengandnfGmna 1

"\\-\“Uu/ '/
\\; e x{

/I&wg

//"'qv“

virus pada komputer, padamnya listrik dan aplikasi error, yang
menyebabkan sistem terhenti dan tidak dapat dioperasikan. Pemnyataan

yang disampaikan oleh Bagian Fungsional LPSE Pinrang dalam hal e-




hidding pada pengadaan barang dan jasa diperjelas oleh Pemilik CV Rezki
Utami, bahwa:
“Pada sistem e-hudding ini sering kami temw kendala-kendala
seperti aplikasinya tiba-tiba error sehingga saat akan mengupload
penawaran terjadi kesulitan (Hasil wawancara dengan informan 1A,
16 Juni 2021 Pukul 14,00-15.30 WT)".

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan 1A bahwa adapun

tertentu dan berbagai penyedia barang dan jasa Pemerintah. Scbaga dasar
bagi K/L/D/l melakukan pemesanan barang/jasa melalui e-purchasing,
Pencantuman harga dan spesifikasi teknis suatu barang/jasa berdasarkan

pada kontrak payung antara LKPP dan Penyedia Barang/Jasa Dalam e-




catalogue yang tersedia online dicantumkan spesifikasi barang/jasa dan
harga yang ditawarkan oleh rekan.

Manfaat dan e-caralogue adalah pentama, e-catalogue menjadikan
proses pengadaan barangfasa di sektor publik lebih efisien. Waktu

pengadaan yang pendek dan persaingan schat rekanan menguntungkan

pemeniniah dalam mendapatkan hagga terbaik. Keduva, e-caralogue juga

merek. Penyebutan merek tidak diharamkan lagi.
b. Membenkan kepashian spesifikasi tekmis dan acuan harga vang

seragam  Kementenan/Lembaga/ Pemda/lnstansi  tidak  perlu




membuat spesifikasi. Spesifikasi langsunng bisa diambil dari e-
catalog.

¢. Dokumen pengadaan disediakan dalam sistem aplkasi sehingga
mengurangt dokumen seperti dalam dokumen pelelangan.
Melalui  e-catalogue  dalam  pengadaan barang dan jasa ini

diharapkan dapat menjadikan proses pengadaan barang dan jasa lebih
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v 3 a ‘ 1 em e-catalogue
karena  potensi ngkatan eﬁsncns: adnumstrasl, potensi
penghematan vang diperoleh dari harga yang lebih murah dan
kemampuan untuk mencapai tyuan prioritas pemerintah melalui o-
catalogue (Hasil wawancara dengan informan MA, 14 Jumi 2021
Pukul 11.00-13.30 WT)".




Berdasarkan wawancara di atas dengan informan MA bahwa e-
catelogue  dilatar  belakangi oleh  peningkatan  efisiensi  admunistrasi,
penghematan vang diperoleh dan kemampuan untuk mencapai tujuan,
Dalam sistem e-catalogue ini ditemukan beberapa masalah. Berdasarkan

hasil wawancara dengan bagian Fungsional LPSE Pinrang, vyang

catalogue adalah apa yang ditampilkan tidak sesuai dengan vyang
sesungguhnya.




F-Cataloguwe memiliki Kuntungan seperti Memberikan kemudahan
kepada K/L/D/1 dalam melaksanakan pengadaan untuk kebutuhan
instansinnya. Pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan secara langsung
terhadap barang /jasa vang dunginkan kepada penyedianva langsung.
Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian Fungsional LPSE Pinrang,

yang menyatakan bahwa:

“jika ada instansi yang ikimelakukan c-cafalogue mereka
bisa datang langs : ; au jika mereka tidak bisa
a (Hasil wawancara

[T CHLr i

’A—"—'V ‘w

catalogue memiliki keuntungan tersendin bagi konsumen yang ingin

melakukan e-catalogue.  F-catalogue membenkan kemudahan baagi

penyedia dalam melaksanakan pengadaan Pelaksanaan pengadaan dapat

dilakukan secara langsung terhadap barang /jasa yang diinginkan.
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Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lokasi penelitian
bahwa, sistem ¢-catalogue digunakan karena lebih murah, lebih prakiis.
hemat, dan juga karena peningkatan efisiensi administrasi, penghematan
vang diperoleh dan kemampuan untuk mencapai tujuan. F-catalogue
mempunyai beberapa masalah seperti transaksi kecil, biaya administrasi

sama dan pengusaha lokal biasanyagulit untuk ikut serta dalam tender. /-

Catalogue memiliki kuntug 3 kan kemudahan kepada
K/L/D/1 dalam mgd

oleh Pemenntah (fgh volume government purchased).

E-Purchasing dibuat agar proses untuk pengadaan barang/jasa

Pemenmntah dapat dilakukan secara elektromk. Dalam e-purchasing produk

barang/jasa Pemenntah, terdapat fitur untuk pembuatan paket, unduh




(download) format surat pesanan/surat perjanjian, unggah (upload) hasil
scan kontrak yang sudah ditandatangani, sampai dengan cetak pesanan
produk barang/jasa Pemenintah. Dengan adanva e-purchasing produk
barang/jasa Pemerintah, diharapkan proses pengadaan produk barang/jasa
Pemerintah dapat lebih cfisien dan lebih transparan. Berdasarkan hasil

s pemilihan barang/jasanva
atalog elektronik, sehinggn

belum pemah menggumkan smﬂm stmfmrmg merasa kesulitan
dalam akses ke web tersebut. sehingga menghambat implementasi
e-purchasing. Dan juga karena jaringan, proses perkembangan e-
purchasing tergantung kesiapan jaringan internet diseluruh area
secara merata (Hasil wawancara dengan informan MA, 14 Jum
2021 Pukul 11.00-13.30 WT)™.




Berdasarkan wawancara di atas dengan informan MA bahwa,
adapun permasalahan pada sistem e-purchasing seperti adanya pegawai
vang belum pernah menggunakan sistem c-purchasing, sehingga kesulitan
mengakses ke web tersebut. Dan juga karena masalah jaringan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemilik CV Rezki Utami. yang

menyatakan bahwa:

?
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“Tata cara penggunaan e-purchasing itu mulai dar permintaan
secara tertulis dan PPK yang mengacu pada spesifikasi tekmis
barang, harga barang, dan penyedia vang tercantum dalam katalog
¢lektromk, sampai penertiban buku pembelian (Hasil wawancara
dengan informan WA, 16 Jumi 2021 Pukul 09 30-10.40 WT)™.
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Berdasarkan wawancara di atas dengan informan WA bahwa, tata
cara e-purchasing mulai dan penyampaian permintaan secara tertulis dan
PPK yang mengacu pada spesifikasi tekms barang. harga barang, dan
penyedia yang tercantum dalam katalog elektronik. sampai penerbitan
bukti pembelian. Proses pelaksanaan e-purchasing tersebut cukup

sederhana sehingga memungkinkaghK/L/D/1 untuk memenuhi kebutuhan

1 proses lelang. Pelaksanaan

\\, v A‘h' i
A "‘“hl’lf '

iy

Umum Pengadaan (RUP). Tanpa adanya data di SIRUP mereka ndak akan

pernah bisa melakukan proses e-purchasing,
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemilik CV Rezki Utami,
vang menyvatakan bahwa:

“Dengan kami menjadi pengguna aplikasi ¢-purchasing maka kami
sclaku pengguna dianggap telah memahami, mengeru dan
menyetujui semua 151 didalam persyaratan dan ketentuan pengguna
system e-purchasing  Pemenntah, petunjuk  pengguna, dan
ketentuan lain yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan
Pengadaan barang/jasa Pcmanmah (LKPP) (Hasil wawancara
dengan informan 1A, 16 Juny2021 Pukul 14.00-15.30 WT)™.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lokasi penelinan
bahwa, e-purchasing mempunyai keunggulan seperti proses pemilihan
barang/jasa yang dilakukan secara langsung melaluwi sistem Katalog
clektronik. Adanya efisienst biaya dan waktu, Permasalahan pada sistem e-




purchasing seperti adanya pegawai yang belum permah menggunakan

sistem ¢-purchasing, dan juga karena masalah jaringan Tata cara
penggunaan e-purchasing mulal dan permintaan secara tertulis dan PPK
vang mengacu pada spesifikasi teknis barang, harga barang dan penyedia
yang tercantung dalam katalog tersebut, sampai pada penertiban bukti
pembelian.

an oleh Pejabat Pembuat

L14cl

penclitian bahwa, L-fendermg 1-Bidding, -Caralgue, dan -Purchesing

proses pelaksanaannya telah telaksana dengan bak seperti vang dijelaskan




berbasis internet, agar dapat berlangsung secara efektif, efesien, terbuka,

dan akuntabel dan sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa itu
sendin, dan proses dan penerapan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh
(Habibi & Untari, 2018) mengenai:

| £-Tendering Proses penawaran penyediaan barang secara elekironik

yang dapat diikuti oleh seluruh perusahaan pemmilik barang dan jasa.

2 E-Biddmg Proses penya -:A~ jpasi secara elektromk dan

\

iﬁd.i.kﬂlﬂl']r’an l'f'_‘-'.'_':1dalta.. T,

1. Faktor Penghambat

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia, dimana kemampuan pegawai dalam

menyelenggarakan pengadaan barang/jasa secara elektromk sangal




dibutuhkan, dan adapun yang menjadi faktor penghambat dari Sumber
Dava Manusia tersebut yaitu Berdasarkan hasil wawancara dengan
bagian Fungsional LPSE Pinrang, vang menyatakan bahwa:

“Hal yang biasa jadi masalah itu kalau ada mutasi atau promosi,
sehingga vang biasanya menguasai tidak di pos itu lagi. Jadi bagi
orang baru yang belum menguasai sistem vang ada harus diajan
dan belajar lagi karena ada peningkatan versi lag (Hasil
wawancara dengan informam, [M, 15 Jum 2021 Pukul 09.30-11.30

mforman IM bahwa.
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dikarenakan perubahan lingkungan vang begitu cepatl menuntut sumber
daya manusia bergerak secara akuf, kreatf, dan inovatf. Peran sumber
daya manusia sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa di kantor LPSE Pinrang. karena tanpa sumber daya




manusia yang qualifiecd mustahil bisa dilaksanakan. Jadi sebelum
dilaksanakan ada pelatihan-pelatihan pengeunaan sistem. ini berlaku ke
semua stake holder pengadaan. Masalah yang biasa muncul terkait

sumber daya manusia pada kantor LPSE Pinrang tersebut pada saat ada

mutasi atau promosi.

2. Faktor Pendukung
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prasarana pada kantor LPSE Pinrang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subbagian

Pembina Advokasi Pengadaan LPSE Pinrang, vang menyatakan bahwa;




“Sarana dana prasarana yang diperlukan seperti jaringan internet,
kuota nternet server, personal komputer, scan dan perangkat 1T
lainnya (Hasil wawancara dengan informan MA, 14 Juni 2021
Pukul 11.00-13,30 WT)".
Berdasarkan wawancara di atas dengan informan MA bahwa,
sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pengadaan barang dan

Jasa seperti janingan ntemnel, kwota internet  server,  personal
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CV Rezki Utarmi sebagai peserta lelang merasa sarana dan prasarana
pada kantor L.LPSE Pinrang dapat menunjang proses e-procurement.

schingga prosesnya lebih mudah dan cepat.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subbagian
Pembinaan Advokasi Pengadaan Batang/Jasa LPSE Pinrang, vang

menyatakan bahwa:

“Sarana dan prasarana di kantor imi sudah memadai. Cuma
terkadang yang menjadi masalah ialah pada jaringan internetnva.
Tapi itu diluar wilayah kami (Hasil wawancara dengan informan
MA. 14 juni 2021 Pukul 11.00-13.30 WT)",

oo

/TR
S ] Ghoes,

sampai saat ini masalah pada akses internet masih sering terjadi, karena
pengadaan barang dan jasa di kantor LPSE Pinrang sudah berbasis
mternet jadi otomatis tergantung pada jaringan internet. Dan jika ada

gangguan pada jaringan itu langsung dan pusat
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Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lokasi penelitian
bahwa, Sejauh ini sarana dan prasarana vang ada sudah memadai Tapi
sampar saal 1m mereka masih melakukan investasi untuk menambah
sarana dan prasarana pada kantor LPSE Pinrang Saran dan prasarana
yang diperlukan seperti jaringan intemet, kuora infernet server, personal

komputer, scan dan perangkat [l Jadi dengan terpenuhinya sarana dan
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penghambat di karenakan Sumber Daya Manusia mengakibatkan
kurangnya tanggung jawab karena tidak mengetahu secara jelas
bagimana penerapan sistem elekironik pada kegiatan pengadaan
barang/jasa seperti halnva yvang diungkap menurut Chusing dikutip oleh




(Eva Zuraidah, 2020) mengenai sistem informasi manajemen (SIM)

merupakan suatu sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari

manusia dan sumber daya manusia di dalam suatu orgamsas) yang
bertanggung  jawab mengumpulkan dan mengelola data untuk

menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkat manajemen




A. KESIMPULAN
I Penerapan Elcktronic Procurement pada Layanan Pengadaan Secara
Elektronik  (LPSE) di Kabupaten Pinrang, diperoleh bahwa (a) /-
fendering di lakukan beberapa tahap, diawah dengan penyusunan dan

taran lelang, wanwijzin,

wlokumen penawaran,

'i L \L':..

proses pembelian barang dan jasa melalui F-caralogue, setelah proses
tersebut dapat dilaksanakan setelah di umumkan di aphkasi SIRUP

selanjutnya di RUP,




2. Faktor-faktor penghambat penerapan [Flektronic  Procurement  di
Kabupaten Pinrang vaitu Sumber Daya Masunia dan vang pendukung
penerapan flckironic Procurement yaitu Sarana da Prasarana.

B. SARAN
Dengan  memperhatikan  kesimpulan di atas dan menganalisa hasil
pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis merasa perlu memberikan
masukan sebagai berikut :

nt_.s ,/. \\\‘\‘"h///
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pelaksana dan Sistem e-procurement sehingga pelayanan vang diberikan
tentunya akan lebith maksimal seinng dan perkembangan dan suatu Sistem,
. Diharapkan dengan sistem e-procurement tentunya akan menjadi landasan

bagi pemenntah di Kabupaten Pinrang vang memberikan hasil yang baik




kedepannya. Selain itu untuk membangun sistem yang lainnya untuk

mempermudah dalam melakukan pelayanan yang dapat membenkan

dampak positif bagi Kabupaten Pinrang.
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Kasubag Layanan Pengadaan
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